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Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan yang telah memenuhi
semua syarat dan rukun pernikahan serta telah dicatatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap sah secara
hukum agama dan hukum negara Indonesia. Perkawinan yang awalnya sah dimata
hukum dan agama terkadang dibatalkan atau rusak (fasakh) oleh orang-orang
yang bersangkutan (salah satu pasangan murtad) atau oleh pihak yang berwenang
(Hakim). Apabila perkawinan orangtuanya difasakh, bagaimana dengan nasib hak
anak-anknya. Perkawinan yang difasakh, dapat mengakibatkan hak-hak anak tidak
terpenuhi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Majelis
Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh oleh
Pengadilan Agama serta untuk mengetahui hak-hak anak perspektif Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data
primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi,
yang kemudiian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Majelis Hakim memaparkan bahwa status anak dari perkawinan yang

difasakh adalah tetap anak sah, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XI Pasal 42: “Anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
Sedangkan, mengenai hak-hak anak dari pernikahan yang difasakh adalah sama
dengan anak cerai talak maupun anak yang orang tuanya masih utuh atau tidak
bercerai. Dan hak anak tetap harus terpenuhi, sampai anak memasuki usia dewasa
dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagaimana melihat hak-hak
dan pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
hak-hak anak dari hasil pernikahan yang difasakh masih termasuk di dalamnya.
Dalam pengertian anak tidak disebutkan batas-batas tentang anak.



